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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE AUCTION OF COLLATERAL ITEMS IN PT. 

PEGADAIAN (Persero) SHARIA SUB-BRANCH YOGYAKARTA CITY 

 

Rudiyanto  

 

 

Today's auctions do not only take place in informal institutions, many 

formal institutions also carry out the auction process. Specifically, institutions 

that have pawn products, such as sharia pawnshop financial institutions. Pawns 

today are very different from the time of the Prophet Muhammad. Today's 

pawnshops are no longer individuals, but have instead developed into formal 

financial institutions recognized by the government. 

The purpose of this study is to find out the customer's views on the auction 

of collateral goods, the auction process, and the pricing of auction items at 

pegadaian Syariah CPS Yogyakarta City. 

This research is a field research (fieldresearch). This type of research is 

related to literature research and field research, with qualitative methods that are 

presented in a descriptive analysis. The study used trigual methods (observation, 

interviews, and documentation). 

The results of this study are in line with previous researchers, which in the 

practice of auctioning collateral items at the Pawnshop Sharia CPS Yogyakarta 

City has followed the regulation of the Fatwa of the National Sharia Council 

No.25 / DSN / MUI / III / 2002 concerning Rahn. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN 

(Persero) CABANG PEMBANTU SYARIAH KOTA YOGYAKARTA 

 

Rudiyanto 

 

Pelelangan dewasa ini tidak hanya berlangsung di lembaga informal, banyak 

lembaga formal juga melakukan proses lelang. Secara spesifik, lembaga yang 

memiliki produk gadai, seperti lembaga keuangan pegadaian syariah. Gadai saat 

ini sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Pegadaian saat ini bukan lagi 

perorangan, melainkan telah berkembang menjadi lembaga keuangan formal yang 

diakui oleh pemerintah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan nasabah terhadap 

pelelangan barang jaminan, proses pelelangan, dan penetapan harga barang lelang 

di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch). Jenis 

penelitian ini berkaitan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan, dengan 

metode kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis. Adapun dalalam 

penelitian ini menggunakan  metode trigual (observasi, wawancara, dan 

dokumentasi). 

Hasil dari penelitian ini selajalan dengan peneliti sebelumnya yang mana 

dalam praktek pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah CPS Kota 

Yogyakarta sudah mengikuti peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn. 

 

Kata Kunci : Gadai, Lelang, Barang Jaminan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seorang muslim tidak hanya berbicara mengenai hubungan makluk 

dengan Tuhan-nya tetapi juga sebagai agama yang secara universal 

membahas banyak aspek dalam kehiupan manusia. Sebagai makhluk sosial, 

manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan manusia lain, dan 

Islam juga mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sosial dan praktik pemerasan dan penindasan dapat dihindari. 

Lembaga keuangan syariah sebagian dari sistem ekonomi. Dimana 

dalam pengoperasian bisnis dan usahanya tidak terlepas dari hukum islam. 

Oleh sebab itu, kantor keuangan syariah pengoperasiannya tidak akan 

mungkin di dalamnya terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah, dimana unsur-unsur tersebut sesuatu yang tidak 

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, berkaitan dengan praktek dan 

pengaplikasian khususnya “gharar, maisir, dan riba “ serta cakupan luas 

dari prinsip-prinsip syariah ialah perbuatan asusila, perjudian, peredaran 

narkoba, dan untuk pembiayaan perbuatan ilegal seperti pembelian senjata 

api serta yang dapat merusak citra islam khususnya untuk praktek ekonomi 

syariah  atau lembaga keuangan syariah itu sendiri (Suripto & Salam, 2017) 

Lembaga keuangan syariah dimana struktur organisasinya terdapat 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan Mengawasi produk dan 
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operasi lembaga keuangan syariah. Sehingga dalam pengoperasionalnya, 

kantor keuangan syariah berada sesuai prinsip-prinsip syariah (Ali, 2015). 

Keadialan, bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan dan resiko dari 

belah pihak (Sukmasari, 2013). 

1. Kemitraan, saling bersinergi antara pengguna dana dan nasabah 

(penyimpan dana) dengan lembaga keuangan sebagai mitra usaha 

untuk mendapatkan keuntungan bersama 

2. Transparansi, keterbukaan lembaga keuangan sehingga dapat 

memberikan laporan keuangan agar investor atau nasabah bisa 

mengetahui keberadaan dananya 

3. Universal, menyamaratakan tanpa membeda-bedakan berbagai 

golongan dalam masyarakat (investor/nasabah) sesuai prinsip islam 

sebagai “rahmatan lil alamin”. 

Ekonomi Islam adalah suatu konsep ekonomi yang bersumbar pada 

Al-Quran dan Al-Hadist dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik yang 

bersifat komersil maupun non-komersil dan memiliki cara pandang yang 

berbeda dengan ekonomi non-islam. 

Lelang sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dimana hal ini dilaksanakan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki peran yang 

sangat besar dalam perekonomian khususnya sebagai sarana jual beli yang 

transparan dan akuntabel, selain juga sebagai salah satu sumber Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan berkembangnya era pelelangan maka 

PE
RP
US
TA
KA
AN
 

UN
IV
ER
SI
TA
S 
AL
MA
 A
TA



3 
 

 

 

perlu dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk memberikan 

kepuasan kepada pengguna layanan pelelangan. 

Lelang merupakan jual beli masyarakat, termasuk melalui berbagai 

media, salah satunya melalui penawaran lisan, dengan meningkatkan harga 

yang meningkat dan atau dengan penawaran secara tertulis yang dilakukan 

terlebih dahulu dengan mengumpulkan para pembeli dengan mengumumkan 

lelang. Tetapi pada akhirnya terserah penjual untuk memutuskan siapa yang 

berhak membeli adalah orang yang memasang harga tertinggi. Sebuah 

kontrak kemudian dibentuk dan pembeli menerima barang dari penjual. 

Lelang merupakan jual beli, meskipun dengan cara yang berbeda, 

akan tetapi memiliki persamaan dari rukun dan syartnya. Sebagai mana 

yang telah ada dalam melakukan jual beli seperti biasanya. Karena itu, ayat 

yang digunakan sebagai hukum dasar jual beli lelang sebagaimana yang 

ditegaskan Allah SWT dalam firmannya Q.S An-Nisa; 29 

ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تجَِارَةً عَنْ  ا امَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَه يٰٰٓايَُّهَا الهذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تأَكُْلوُْٰٓ

ا انَْفسَُكُمْ ۗ اِنه  نْكُمْ ۗ وَلََ تقَْتلُوُْٰٓ َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا  ترََاضٍ مِّ  ٩٢اللّٰه

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui cara bisnis 

yang disepakati bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29) 

Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada jaminan (marhun) 

dari nasabah. Dalam hal ini, jika debitur tidak mampu mengembalikan 
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pinjamannya, Bank Syariah berhak untuk membiarkan kreditur melelang 

surat berharga (marhun) dari nasabah. Faktanya, tidak semua agunan 

dicairkan oleh klien. Barang tersebut yang tidak ditebus oleh nasabah 

kemudian dilelang oleh pihak pegadaian. Pengelolaannyapun tidak terlepas 

dengan adanya masalah seperti kesulitan mencari nasabah yang 

bersangkutan  hendak dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran 

lebih rendah dari kredit maupun dengan harga terlalu tinggi 

Barang adalah benda yang berwujud (Chulsum & Novia, 2011). 

Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jamian yang 

dilelang oleh pihak lembaga pegadaian syariah. Barang yang akan 

digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan melihat dari harga pasar setempat, 

barang jaminan gadai tersebut menentukan persentase taksiran dan 

dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasrkan golongan. 

Harga merupakan jumlah yang dibebankan untuk suatu produk atau 

layanan, atau nilai yang ditukarkan pelanggan untuk manfaat atau 

penggunaan produk layanan tertentu (Kotler & Armstrong, 2009). Mengenai 

konsep harga dalam sistem lelang, harga dalam Islam adalah harga yang 

dikembalikan ke pasar. Pada saat yang sama, harga harus ditentukan dalam 

praktik lelang, karena sistem lelang rentan disalahgunakan oleh juru lelang 

dan penawar.. 

Agunan merupakan hak dan kuasa seorang klien untuk mengeluarkan 

jaminan kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan suatu utang 

jika dana yang diterima tidak dapat dilunasi pada waktu yang ditentukan 
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dalam perjanjian atau kontrak (Rivai & Veithzal, 2008). Dengan 

pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada tenggang waktu, Pegadaian 

berhak memperoleh kembali tagihannya dengan melelang surat berharga 

yang dijaminkan di bawah penguasaannya. Konsep ini disebut rahn atau 

gadai dalam hukum Islam (Sudarsono, 2003). 

Barang jaminan menjadi objek penting di pegadaian syariah sebagai 

penguat kepercayaan dan barang yang bisa dilelang bila sewaktu-waktu 

nasabah tidak bisa melunasi sisa hutang tersebut. Lelang dilakukan oleh 

pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal 

atau barang gadai yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. 

Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang 

dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada 

nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Jika nasabah 

tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa 

pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut (Susanti, 2015). 

Gadai Syariah (rahn) adalah suatu bentuk pembiayaan alternatif yang 

meminjam uang kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan prinsip 

Islam, menghindari praktik “riba” atau menambah jumlah atau persentase 

tertentu dari pokok utang pada saat pembiayaan. membayar kembali 

pinjaman. Pegadaian akan melelang barang jaminan yang dijaminkan jika 

nasabah tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo dan tidak ada 

perpanjangan nasabah. 
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Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai 

dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai 

kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang 

tidak sanggup membayar hutang dari orang yang berpiutang. Karena itu, 

barang jaminan gadai dapat dijual untuk membayar hutangnya, dengan cara 

mewakilkan penjualan kepada orang yang adil dan terpercaya. Meski tidak 

bisa dipungkiri karena dalam prakteknya, tidak jarang juga terjadi 

penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan 

kotor lainnya. Padahal, harga merupakan persoalan antara dua aspek yang 

berbeda yaitu bisnis dan agama, yang mengatur segala bentuk kehidupan 

sosial manusia. 

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu 

kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati. 

Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan, juga dapat 

dengan cara lelang. Sistem lelang dalam fiqh disebut Muzzayyadah . Dalam 

pandangan Islam, hukum jual beli adalah suatu cara jual beli dimana penjual 

menawarkan sejumlah barang dan pembeli kemudian saling menawar. 

Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan 

barang di tempat umum dan terbuka lalu para pembeli saling menawar 

dengan harga tinggi hingga sampai batas harga tertinggi dari salah satu 

penawar, sehingga akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli 

ialah mereka yang mengajukan harga tertinggi. lalu terjadi akad dan 
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penawar tersebut mengambil barang dari penjual, hal ini disebut dengan 

istilah ba’i al-muzzayadah. 

Pada keadaanya sekarang, banyak terjadi penyimpangan atau ketidak 

sesuaian dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai (rahn). Tentunya dalam 

gadai syariah, ketentuan syariah yang terjadi pada lembaga keuangan atau 

pegadaian syariah harus sesuai dengan peraturan lelang dalam syariat Islam 

yaitu Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Tafsirq, n.d.). 

Sebagaimana firman Allah dalam, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 

قْبوُْضَةٌ ۗفَاِنْ امَِنَ  لَمْ تجَِدُوْا كَاتِباً فرَِهٰنٌ مه بعَْضُكُمْ بَعْضًا وَاِنْ كُنْتمُْ عَلٰى سَفَرٍ وه

َ رَبههٗ ۗ وَلََ تكَْتمُُوا الشههَادَةَۗ وَمَنْ يهكْتمُْهَا  فَلْيؤَُدِّ الهذِى اؤْتمُِنَ امََانتَهَٗ وَلْيَتهقِ اللّٰه

ُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْمٌ   ٩٨٢فَاِنههٰٗٓ اٰثِمٌ قَلْبهُٗ ۗ وَاللّٰه

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, Ketika Anda tidak menemukan 

registrar, simpan agunannya. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai 

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan misinya 

(hutangnya) dan biarlah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.. Janganlah 

kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, 

sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (QS. Al- Baqarah: 283) 

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak 

boleh menjual atau menghibahkan barang jaminan gadai. Sedangkan bagi 

penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat 

pada saat jatu tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. 
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Pelelangan dewasa ini tidak hanya berlangsung di lembaga informal, 

banyak lembaga formal juga melakukan proses lelang. Secara spesifik, 

lembaga yang memiliki produk gadai, seperti lembaga keuangan pegadaian 

syariah. Gadai saat ini sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. 

Pegadaian saat ini bukan lagi perorangan, melainkan telah berkembang 

menjadi lembaga keuangan formal yang diakui oleh pemerintah (Salam, 

2011). 

Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat 

jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat 

komersial. Pada suatu kenyataan, dengan fungsi gadai tersebut tentu akan 

berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya. Artinya dalam 

aktifitasnya lembaga tersebut haruss memperoleh pendapatan guna 

mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga tersebut 

mewajibkan nasabah menambahkan sejumlah uang atau prosentase tertentu 

dari pokok piutang pada waktu membayar hutang kepada pihak pegadaian 

sebagai imbalan jasanya. 

Hal ini lebih lazim dengan „bunga gadai‟. Praktek semacam ini jelas 

akan sangat memberatkan dan merugikan pihak nasabah. Sebab pembayaran 

bunga gadai tersebut harus dilakukan paling lama setiap satu bulan sekali, 

dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik 

menjadi dua kali lipat sebab keterlambatan tersebut akan diakumulasiakn 

sesuai jangka waktu sesuai kesepakan diawal (Hadi, 2003). 
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Ketertarikan peneliti mengambil CPS Yogyakarta, karena dalam  

pelaksanaan lelang barang jamian, yang bisa melelang barang jaminan 

hanya kantor area dan kantor cabang pembantu (CPS). Sehihingga peneliti 

tertarik untuk mengetahui sejauhmana proses pelaksanaan lelang jaminan 

gadai yang dilakukan PT. Pengadaian khususnya Pegadaian Syariah CPS 

Kota yogyakarta dalam melakukan pelelangan barang jaminan gadai. 

Apakah keadaan yang ada di pegadaian syariah sekarang, sudah berjalan 

atau tidak dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DSN/MUI dalam proses 

lelang barang jaminan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

mengankat judul “Analisis Pelelangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Pembantu Syariah (CPS) Kota Yogyakarta” 

B. Identifikasi Masalah 

Maraknya lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan 

melalui produk gadai baik lembaga keuangan milik pemerintah ataupun 

swasta yang tidak terlepas dengan banyaknya problematika yang ada dalam 

pelaksanaannya. 

Desakan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat tergiur dengan 

produk gadai itu sendiri, sehingga tidak terlepas dari itu juga banyak dari 

sebagian nasabah ada yang kurang disiplin dalam bekerja sama dengan 

pihak lembaga keuangan. Sehinga menyebabkan banyak dari barang 

jaminan nasabah yang harus direlakan untuk dilakukan eksekusi lelang oleh 

pihak pegadaian. 
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Maka peneliti mengidentifikasi dengan maraknya lembaga keuangan 

syariah yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan, untuk meneliti 

terkait proses pelaksanaan lelang itu sendiri dengan alasan maraknya pihak 

pegadaian baik milik negara ataupun swasta yang melakukan ekseskusi 

lelang barang jaminan. 

C. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada pengetahuan 

atau pendapat nasabah, proses, dan penetapan harga dalam pelaksanaan 

lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah CPS 

Kota Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan konsumen terhadap pelelangan barang 

jaminan di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses pelelangan barang jaminan di Pegadaian Sayriah 

Cabang Pembantu Syariah Kota Yogyakarta dalam pandangan 

Ekonomi Syariah? 

3. Bagaimana penetapan harga barang lelang di Pengadaian Syariah 

CPS Kota Yogyakarta? 

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bahwa ekonomi Islam dapat berperan penting dalam 

perekonomian, terutama terkait dengan pemberantasan 

kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Sebagai 

aplikasi dari ekonomi Islam, sehingga dapat lebih 

mengembangkan ekonomi keislaman 

b. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk menambah wawasan bagi para pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses penyelengara pengadaian Syariah yang ada 

di Yogyakarta. 

c. Manfaat Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan menjadi referensi mengenai studi dalam bidang 

ekonomi Syariah, khususnya tentang pengadaian Syariah yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis. 

d. Manfaat Bagi Universitas 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa 

Universitas Alma Ata Yogyakarta dan perpustakaan serta 

menambah khasanah keilmuan dan dijadikan bahan referensi 
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untuk peneliti selanjutnya yang terkait dengan pegadaian 

syariah. 

2. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap pelelangan 

barang jaminan di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta? 

b. Untuk mengetahui proses pelelangan barang di Pegadaian 

Syariah CPS Kota Yogyakarta? 

c. Untuk mengetahui penetapan harga barang lelang di Pegadaian 

Syaraih CPS Kota Yogyakarta?  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk kepenulisan penelitian ini, sistematika penulisan dari awal 

hingga ahir meliputi BAB I – BAB VI sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa sub-sub 

bab, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori, Bab ini membahas tentang telaah pustaka yang 

berisi ringkasan penelitian terdahulu, yang masih relevan dengan 

penelitian ini serta membahas tentang landasan teori meliputi 

beberapa uraian materi-materi dan teori-teori yang berhubungan 

dengan implementasi fatwa DSN-MUI terhadap pelelangan gadai 

di pegadaian syariah, seperti definisi gadai, pelelangan, hingga 

tentang keselarasan fatwa DSN-MUI dalam lelang. 
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BAB III : Metode Penelitian, Bab ini menguraikan metode penlitian yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek 

penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini membahas tentang 

pandangan DSN-MUI terhadap pelelangan barang gadai di 

pegadaian syariah dan sistematika pelelangan barang gadai di 

pegadaian syariah 

BAB V  : Penutup, Memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian 

khususnya yang menjadi substansi atas jawaban dari rumusan 

masalah, selain itu dibagian selanjutnya peneliti coba memberikan 

saran serta serta masukan atas pihak Pegadaian Syariah dan untuk 

peneliti selanjutnya. 

BAB VI  :  Naskah Publikasi.
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